Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT by Jasmani, Jasmani
 Jurnal Hukum Keluarga Islam    Vol. II  |  No. 1 
ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 
TENTANG PENGHAPUSAN KDRT 
Oleh: Jasmani 




 Housekeeping is a form of 
coexistence between a husband and 
wife along with their children and those 
who live with him as his dependents. 
Al-Qur'an and hadith has outlined that a 
family lives in harmony, whether 
between husband / father with a wife / 
mother or with their children. 
Delineation of the Qur'an and hadith is 
sometimes not working as it should. 
Therefore, Allah has given the legal 
provisions of disobedience that occurs 
between a husband and wife are called 
to nusyuz. The climax is syiqaq. The 
Qur'an has hinted that if nusyuz and 
syiqaq can not be neutralized again, 
then divorce can be done as an 
emergency exit. However, at this time, 
nusyuz and syiqaq translated as 
domestic violence and expressed as a 
criminal act. This is certainly different 
from the conception of Islam that never 
gave explicit stipulation that the 
husband or wife can report to law 
enforcement if their partner violence. 
This paper intends to explain about 
contemporary Islamic legal view of 
domestic violence according to law 
number 23 of 2004 on the elimination 
of domestic violence.  
Keywords: Islamic law, domestic 
violence, law number 23 of 2004 on 
the elimination of domestic violence. 
 
Pendahuluan  
 Hidup bermasyarakat bagi 
manusia adalah sebuah keniscayaan. 
Manusia dalam kelangsungan hidupnya 
senantiasa membentuk sebuah keluarga, 
sehingga menurut teori sosiologi, 
keluarga adalah  basis masyarakat. 
Keluarga atau rumah tangga terdiri atas 
seorang suami, seorang isteri dan anak-
anak. Mereka inilah setidaknya harus 
ada dalam sebuah rumah tangga yang 
menjalin interaksi satu sama lain. 
Interaksi anggota keluarga adalah 
bersifat khusus akibat adanya hubungan 
timbal balik antara semua anggota 
keluarga. Semua anggota keluaga 
mempunyai hak dan kewajiban dalam 
rangka terwujudnya keluarga harmonis. 
 Keharmonisan anggota keluarga 
dalam tiap rumah tangga adalah 
harapan yang harus terwujud. Ini adalah 
cita-cita bagi semua hukum keluarga, 
tidak terkecuali Islam. Karena itu, 
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dalam sebuah rumah tangga diharapkan 
tidak terjadi kegaduhan yang 
berkepanjangan tanpa solusi. 
Masyarakat yang damai sangat 
ditentukan oleh harmonis tidaknya tiap 
rumah tangga. Keluarga yang tidak 
harmonis dapat berakibat tidak 
berkualitasnya sebuah masyarakat 
tempat manusia berinteraksi secara luas. 
 Cita-cita luhur rumah tangga 
seperti yang telah disebutkan tidaklan 
selamanya terwujud. Fakta 
membuktikan bahwa banyak rumah 
tangga bubar karena dirundung masalah 
yang berkepanjangan. Hukum Islam 
sendiri telah mengatur pengelolaan 
rumah tangga, baik dalam normal 
maupun dalam kondisi bermasalah. 
Hukum Islam sendiri telah mengatur 
bagamana talak seharusnya dilakukan 
untuk mrngakhiri kesengsaraan, 
walaupun talak itu sendiri adalah 
sebuah hal yang halal namun tidak 
disukai oleh Allah swt. 
 Dewasa ini, kekerasan dalam 
rumah tangga (domestic violence) yang 
lebih populer dikenal dengan sebutan 
“KDRT” adalah hal yang telah 
menggelobal.  Indonesia adalah salah 
satu negara yang telah mengadopsi 
kejahatan dalam rumah tangga dengan 
lahirnya undang-undang nomor 23 
tahun 2004 tentang penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga. 
 Undang-undang nomor 23 tahun 
2004 tentang penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga memandang 
kekerasan yang terjadi antar anggota 
keluarga sebagai kejahatan yang dapat 
dijatuhi sanksi pidana. Kekerasan 
dalam rumah tangga yang dinyatakan 
sebagai tindakan pidana adalah 
kekerasan pisik, kekerasan psikis, 
kekerasan seksual dan penelantaran 
anggota keluarga oleh yang memiliki 
tanggungjawab untuk itu. Dengan 
demikian kejahatan dalam rumah 
tangga tampaknya sulit dihindari. 
Implikasinya, tiap anggota keluraga 
yang mengalami kekerasan dapat 
mengadukan halnya kepada penegak 
hukum. 
 Kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) sebenarnya buknlah hal yang 
baru sama sekali. Dari dahulu terjadi, 
namun tidak dianggap sebagai 
kejahatan yang bersanksi pidana. 
Bagaimana seorang isteri melaporkan 
suaminya kepada penegak hukum, dan 
begitu juga sebaliknya, bagaimana 
seorang suami melaporkan isterinya 
kepada penegak hukum. Yang lebih 
tidak logis adalah bagaimana seorang 
ayah melaporkan anaknya kepada 
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penegak hukum, atu si anak melaporkan 
orang tuanya kepada penegak hukum. 
Mereka telah berinteraksi begitu dekat 
namun tiba-tiba bagaikan orang lain 
yang saling menuntut. 
 Kekerasan dalam rumah tangga 
yang oleh hukum Islam dipandang 
sebagai pergeseran makna kekerasan di 
masa lalu dengan sekarang 
menunculkan sebuah masalah pokok 
yaitu: Bagaimana kekerasan dalam 
rumah tangga ditetapkan sebagai 
kejahatan pidana? Dengan masalah 
pokok tersebut diajukan sub masalah 
sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep 
kekerasan dalam rumah tangga? 2) 
Bagaimana pemidanaan kekerasan 
dalam rumah tangga menurut undang-
undang nomor 23 tahun 2004 perspektif 
hukum Islam? 
Pembahasan 
Pengertian Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga 
 Sebagaimana telah disebutkan, 
kekerasan dalam rumah tangga 
bukanlah masalah baru. Sejak dahulu 
kekerasan dalam rumah tangga 
berpotensi terjadi. Indikator yang dapat 
digunakan adalah banyaknya rumah 
tangga yang bubar (bercerai). 
Perceraian terjadi dapat dipastikan 
karena salah satu pasangan mengalami 
kekecewaan dan kesengsaraan. Islam 
sendiri memperkenankan perceraian 
jika keharmonisan rumah tangga tak 
dapat dipertahankan lagi. 
 Kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) mencuat ke permukaan saat ini 
kaena undang-undang menyatakannya 
sebagai kejahatan yang diancam sanksi 
pidana. Padahal dalam Islam misalnya, 
perselisihan suami isteri tidak pernah 
dinyatakan sebagai jarimah (pidana), 
dan karenanya solusinya hanya 
perceraian saja, baik talak maupun 
khulu’ (perceraian atas kehendak isteri). 
Kekerasan dalam rumah tangga baru 
diketahui ketika dilakukan tahkim 
(perdamaian) oleh anggota keluarga 
atau ketika perceraian disidangkan di 
pengadilan. 
 Keadaan telah berubah, ternyata 
dari waktu ke waktu kekerasan dalam 
rumah tangga semakin banyak terjadi 
dengan berbagai faktor. Faktor-faktor 
pemicu kekerasan dalam rumah tangga 
dapat dilihat pada pengertian KDRT itu 
sendiri. Dalam Pasal 1 ayat 1 undang-
undang nomor 23 tahun 2004 tentang 
penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga disebutkan: “ Kekerasan rumah 
tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang 
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berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara pisik, seksual, 
psikologis dan / atau penelantaran 
rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum dalam lingkup rumah 
tangga”. (Tim redaksi Pustaka Yustisia, 
2010:354) 
 Berdasarkan batasan KDRT 
tersebut, ruang lingkup kejahatan ini 
hanya meliputi kekerasan yang 
dilakukan oleh sesama anggota 
keluarga dalam sebuah rumah tangga. 
Dengan lingkup ini, tak pelak lagi 
sorang suami dapat melaporkan 
kekerasan isterinya terhadapnya kepada 
penyidik, begitu juga sebaliknya. 
Demikian pula seorang ayah dapat 
melaporkan kekerasan anak 
terhadapnya kepada penyidik, begitu 
juga sebaliknya, walaupun delik KDRT 
adalah delik aduan. Delik aduan adalah 
kejahatan yang baru dapat disidik oleh 
penyidik jika ada laporan keberatan dari 
orang atau pihak yang menjadi korban. 
 Karakteristik KDRT adalah 
meliputi kekerasan pisik dalam hal si 
korban merasakan sakit, jatuh sakit atau 
luka berat (Pasal 6). Sedangkan 
kekerasan psikis adalah perbuatan yang 
mengakibatkan ketakutan, hilangnya 
rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 
berdaya, dan atau penderitaan psikis 
berat pada seseorang (korban). Dalam 
pada itu kekerasan seksual adalah 
pemaksaan hubungan seksual yang 
dilakukan terhadap orang yang menetap 
dalam lingkup rumah tangga, atau 
pemaksaan hubungan seksual terhadap 
salah seorang dalam lingkup rumah 
tangganya dengan orang lain untuk 
tujuan komersial dan / atau tujuan 
tertentu.Adapun kekerasan berupa 
penelantaran rumah tangga yaitu 
penelantaran orang dalam lingkup 
rumah tangga yang menurut hukum, 
atau karena perjanjian wajib 
memberikan kehidupan, perawatan atau 
pemeliharaan kepada orang 
tersebut.Termasuk juga penelantaran 
adalah pelarangan anggota keluarga 
bekerja secara layak, baik di rumah 
maupun di luar yang berakibat 
ketergantungan ekonomi. 
 Batasan kekerasan dalam rumah 
tangga seperti tersebut sudah dipastikan 
diemukan dalam peristiwa nusyuz dan 
syiqaq. Terma nusyuz adalah murni 
qur’ani sebagaimana tersebut dalam 
ayat 34 dan 128 surat An-Nisa’. Ayat 
34 menerangkan tentang nusyuz isteri 
dengan perosedure penyelesaiannya, 
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sedangkan ayat 128 menerangkan 
tentang nusyuz suami dan 
penyelesainnya. Kedua ayat tersebut 
memuat kata “nusyuz”, dan istilah ini 
dipakai secara murni oleh fukaha’ dan 
oleh negara dalam perundang-undangan 
tentang perkawinan. 
 Dalam ayat 34 surat An-Nisa’, 
Allah swt berfirman:  
 . . . نھوظعف نھزوشن نوفاخت ىتلاو
او نإف نھوبرضاو عجاضنلا ىف نھورجھ
 لایبس نھیلع اوغبت لاف مكنعطأ. . .  
Terjemahnya:. . .Wanita-wanita yang 
kamu khawatirkan nusyuznya, maka 
nasehatilah mereka dan pisahkanlah 
mereka di tempat tidur mereka dan 
pukullah mereka. Kemudian jika 
mereka mentaatimu, maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk 
menyusahkannya . . .  (Khadim al-
haramain al-syarifain, 1418 H:123) 
Dalam ayat 128 suat An-Nisa’, Allah 
swt berfirman: 
 اضارعإ وأ ازوشن اھلعب نم تفاخ ةأرما نإو
 احلص امھنیب احلصی نأ امھیلع حانج لاف
 نإوریح حلصلاو حشلا سفنلأا ترضحأ. . .  
Terjemahnya: Dan jika seorang wanita 
khawatir akan nusyuz atau sikap tak 
acuh dari suaminya, maka tidak 
mengapa bagi keduanya mengadakan 
perdamaian yang sebenar-benarnya, dan 
perdamaian itu lebih baik bagi mereka 
walaupun manusia itu menurut 
tabiatnya kikir . . . (Khadim al-haramain 
al-syarifain, 1418 H:143) 
 Kedua ayat tersebut hanya 
menjelaskan bahwa nusyuz adalah 
perbuatan suami atau isteri yang 
mengancam keutuhan rumah tangga 
muslim. Demikian pentingnya 
menghilangkan nusyuz bagi pasangan 
suami isteri dalam kehidupan 
bersamanya, Allah Swt memberikan 
jalan penyelesaiannya, dengan 
perbedaannya masing-masing. 
Sebenarnya apakah yang dimaksud 
dengan nusyuz, dan kapankah seorang 
isteri atau suami dapat dinyatakan telah 
nusyuz terhadap pasangannya? 
Sebuah pasangan suami isteri 
yang telah eksis dengan akad nikah 
yang sah, maka Allah swt 
memerintahkan untuk mewujudkan 
rumah tangga yang sakinah (harmonis). 
Suami harus mewujudkannya dengan 
memeprlakukan isterinya secara ma’ruf. 
Begitupun isteri, menurut tuntunan 
Allah swt dan Rasulullah saw harus 
menjaga ketertiban rumah tangganya 
dengan mewujudkan kepemimpinan 
domestik, mendidik anak-anaknya dan 
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menjaga kehormatannya ketika 
suaminya tidak di sampingnya. 
Ketentuan-ketentuan tersebut di 
atas tersimpul dalam hukum tanggung 
jawab suami isteri secara bertimbal 
balik. Hanya dengan penunaian hak dan 
kewajiban masing-masing suami dan 
isteri secara bertimbal balik, 
keharmonisan rumah tangga terwujud. 
Karena itu menurt fuqaha nusyuz hanya 
dikenali jika ada pembangkangan akan 
hak dan kewajiban suami isteri.  
Menurut Abu Zahrah, seorang 
isteri dinyatakan nusyuz jika telah nyata 
ia membuat ketidakharmonisan 
terhadap suaminya. Misalnya isteri suah 
tidak taat lagi kepada suaminya 
sebagaimana sedia kala. Jika nusyuz 
isteri dihadapkan kepada hakim, maka 
harus dapat dibuktikan ketidaktaatan 
isteri kepada suaminya. (Zahrah, 
1957:271) 
Menurut Ibnu Kasir, nusyuz 
berarti ketinggian. Secara terminologi, 
nusyuz isteri adalah adanya ia 
membangkang terhadap suaminya, 
meninggalkan kewajibannya, 
membelakangi suaminya dan 
membencinya. (Kasir, 1992:609) 
Dalam kompilasi hukum Islam, 
pasal 84 ditemukan pengertian nusyuz 
isteri yaitu tidak mau melaksanakan 
kewajiban-kewajibannya sebagimana 
tersebut dalam pasal 83 ayat 1. Yang 
dimaksud adalah berbakti lahir dan 
batin kepada suami dalam batas-batas 
yang dibenarkan oleh hukum Islam.  
(Tim redaksi Pustaka Yustisia, 2010: 
251) Pasal 83 ayat 2 kompilasi hukum 
Islam menyebut kewajiban isteri yang 
lain adalah menyelenggarakan dan 
mengatur keperluan rumah tangga 
sehari-hari dengan sebaik-baiknya.  
(Tim redaksi Pustaka Yustisia, 
2010:251) 
 Begitu juga halnya suami yang 
tidak memenuhi kewajiban akan nafkah 
isterinya, baik secara materi maupun 
non materi (tidak menggauli isterinya), 
oleh fuqaha memandang suami telah 
nusyuz sebagaimana disebutkan dalam 
ayat 128 surat an-Nisa’ (4). Nafkah 
materi adalah sebuah kewajiban suami 
terhadap isterinya dengan tiada 
diperselisihi. Menurut Abu Zahrah, 
Allah dan Rasulnya telah mewajibkan 
suami memberi nafkah isterinya karena 
isteri telah membatasi kebebasannya 
selama ini  dengan mengabdikan 
dirinya dalam kehidupan suami isteri. 
 Dalam kompilasi hukum Islam, 
pasal 80 disebutkan bahwa kewajiban 
suami adalah membimbing isteri, 
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melindungi, menanggung nafkah, 
kiswah, biaya rumah tangga, biaya 
kesehatan bagi isteri dan anak-anaknya 
serta biaya pendidikan anak. (Tim 
redaksi Pustaka Yustisia, 2010:249-
250)    
 Dengan penjelasan nusyuz 
tersebut dipahami bahwa ia adalah 
pembangkangan terhadap hak dan 
kewajiban suami dan isteri satu sama 
lain. Nusyuz tidak mesti dimaknai 
dengan pertengkaran, tetapi cukup 
dengan adanya bukti suami atau isteri 
tidak menjalankan kewajiban sebagai 
pemenuhan hak di antara keduanya. 
Karenanya pula, nusyuz diselesaikan 
antara suami dan isteri tanpa melibatkan 
pihak lain, dari anggota keluarga 
sekalipun. Hal ini disebabkan, yang 
lebih tahu akan tanggungjawab 
pemenuhan hak dan kewajiban suami 
isteri hanyalah keduanya. 
 Nusyuz yang berlarut-larut 
berpotensi memunculkan syiqaq. 
Syiqaq adalah perselisihan, 
percekcokan dan permusuhan suami 
isteri. (Dahlan, 1997:1708) Syiqaq 
merupakan perselisihan yang awalnya 
terjadi antara suami dan isteri secara 
bersamaan. Dengan demikian siqaq 
berbeda dengan nusyuz. Nusyuz hanya 
terjadi secara sepihak terhadap yang 
lainnya. Syiqaq diselesaikan dengan 
tahkim, yaitu bertemunya juru damai 
dari pihak suami dan isteri sebagaimana 
tersebut dalam surat An-Nisa’ (4) ayat 
35 
 امكح اوثعباف امھنیب قاقش متفخ نإو
اھلھأ نم امكحو ھلھأ نم  احلاصإ ادیری نإ
اریبخ امیلع ناك الله نإ امھنیب الله قفوی  
Artinya: Dan jika kamu khawatirkan 
ada persengketaan antara keduanya, 
maka kirmlah  dari keluarga seorang 
hakam dari keluarga laki-laki dan 
seorang hakam ari keluaga perempuan. 
Jika kedua orang hakam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah 
memberi taufik kepada suami isteri itu. 
Sesungguhnya Allah maha mengetahui 
lagi maha mengenal. (Khadim al-
haramain al-syarifain, 1418 H:123) 
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Pemidanaan kekerasan dalam rumah 
tangga 
 Undang-undang nomor 23 tahun 
2004 telah menyatakan bahwa 
kekerasan antar anggota keluarga tidak 
dapat dipandang lagi sebatas kekerasan, 
melainkan sudah dinyatakan sebagai 
kejahatan. Karena lingkupnya rumah 
tangga, maka tidak dapat disamakan 
dengan pidana umum. Menurut undang-
undang nomor 23 tahun 2004, Pasal 51-
53, KDRT adalah delik aduan. 
 Delik aduan KDRT, oleh 
undang-undang nomor 23 tahun 2004 
telah menetapkan ancaman sanksi bagi 
pelakunya dengan kategorisasi sanksi 
atas bentuk-bentuk kekerasan berupa 
kekerasan pisik, psikis, seksual dan 
penelantaran. Sanksi-sanksi pidana 
tersebut dapat dijelaskan dalam tabel 
sebagai berikut: 
 
No. Jenis Kekerasan Sanksi Pidana 
Penjara Denda 
1 KDRT pisik yang tidak 
berakibat halangan 
beraktifitas 
4 bln paling lama Rp.5000.000 paling 
banyak 
2 KDRT yang menyebabkan 
jatuh sakit, atau luka berat 
10 th paling lama Rp. 30.000.000 paling 
banyak 
3 KDRT pisik yang 
mengakibat kematian 
15 th paling lama Rp. 45.000.000 paling 
banyak 
4 KDRT psikis yang tidak 
menyebabkan halangan 
beraktifitas sehari-hari 
4 bln paling lama Rp. 3.000.000 paling 
banyak 
5 KDRT psikis  3 th paling lama Rp. 9.000.000 paling 
banyak 
6 KDRT seksual 4 th paling singkat 
 
15 th paling lama 
Rp. 12.000.000 paling 
banyak 
Rp. 300.000.000 paling 
banyak 
7 KDRT seksual berat 5 th paling singkat 
 
20 th paling lama 
Rp. 25.000.000 paling 
sdikit 
Rp. 500.000.000 paling 
banyak. 
8 KDRT penelantaran 3 th paling lama Rp. 15.000.000 paling 
banyak. 
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Kekerasan dalam rumah tangga 
menurut hukum Islam 
 Dengan hadirnya undang-
undang nomor 23 tahun 2004, 
kekerasan dalam rumah tangga 
semestinya semakin berkurang. Karena 
itu undang-undang ini belum berjalan 
sesuai yang diharapkan. Hal ini 
disebabkan filosofi perkawinan menurut 
undang-undang ini tidak lebih seagai 
kontrak perjanjian sebagaimana 
perjanjian-prjanjian perdata pada 
umumnya.Jika ada yang melanggar 
kesepakatan, maka dibolehkan 
menempuh jalur hukum. 
 Perkawinan sebagai perjanjian 
perdata, namun ujungnya jika terjadi 
kekerasan antar anggota keluarga, oleh 
undang-undang nomor 23 tahun 2004 
dinyatakan sebagai perbuatan pidana. 
Di sini tampak inkonsistensi, sehingga 
hasilnya tidak maksimal. 
Bagaimanapun, sebagian masyarakat 
Indonesia, keluarga dalam rumah 
tangga masih menganggap tabu saling 
melaporkan kekerasan yang terjadi. 
Mereka masih banyak memilih 
mengakhiri kehidupan rumah tangga 
dengan bercerai. Dengan demikian, 
undang-undang nomor 23 tahun 2004 
yang memidanakan kekerasan dalam 
rumah tangga masih terganjal oleh 
kultur dan hukum Islam. Apalagi 
undang-undang nomor 23 tahun 2004 
sendiri KDRT adalah delik aduan. 
  Di samping itu, bunyi sanksi 
pidana pun lemah karena semuanya 
disanksi dengan kata paling lama atau 
didenda paling banyak, kecauli sanksi 
pidana KDRT seksual. Kekerasan 
seksual paling singkat 5 tahun dan 
paling lama 20 tahun dengan denda Rp. 
25.000.000 (dua puuh lima juta rupiah) 
paling sedikit dan Rp. 500.000.000 
(lima ratus juta rupiah) paling banyak. 
Ini pun hanya pada kekerasan seksual 
yang berkibat fatal, yaitu dengan luka 
tidak sembuh sama sekali, gangguan 
berpikir, gangguan kejiwaan, gugur 
kandungan dan tidak berfunginya alat 
reproduksi. 
 Jika dibandingkan dengan cara 
pandang Islam dalam menyelesaikan 
masalah kekerasan dalam rumah 
tangga, maka solusi nusyuz dan syiqaq 
memang lebih manusiawi dan efektif. 
Batasan kekerasan dalam rumah tangga 
yang terdapat dalam pristiwa nusyuz 
dan syiqaq menegaskan bahwa KDRT 
bukan jarimah/ kejahatan. Kekerasan 
dalam rumah tangga hanya satu 
muaranya yaitu bercerai jika memang 
tak dapat diselesaikan sesuai dengan 
tuntunan Allah swt. Begitu juga 
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kekerasan yang terjadi antara orang tua 
dengan anak sama sekali tidak dapat 
dinyatakan jarimah. Dalam salah satu 
riwayat disebutkan: 
 الله لوسر تعمس لاق باطخلا نب رمع نع
دلول اب دلاولا لتقی لا لوقی صلى الله عليه وسلم 
 (Majah, t.th.:888) 
Artinya: Dari Umar bin Khattab, ia 
berkata: saya elah mendengar Rasul 
saw mengatakan: orang tua tidak 
dibunuh karena (membunuh) anaknya. 
Analisis dan Pembahasan 
 Menurut ayat 34 surat An-Nisa’ 
(4) penyelesaian nusyuz isteri adalah: 
(1) menasehati, (2) meninggalkannya 
dari tempat tidur, (3) memukul. 
Langkah-langkah ini dilakukan oleh 
suami sendiri, karena suami adalah 
kepala keluarga. Menurut ketetapan 
Allah swt, suami adalah kepala rumah 
tangga atas isterinya karena sejumlah 
kelebihan dan keunggulan. Karena itu, 
seorang suami seharusnya lebih cerdas 
dari isterinya.Tujuannya adalah agar ia 
dapat menjalankan kewajibannya 
dengan sempurna seperti mencari 
nafkah, melindungi dan mendidik 
isterinya agar dapat menjalankan 
kewajibannya dengan baik. 
Ternyata idealisme Allah swt 
terkadang tidak berjalan sebagaimana 
mestinya. Isteri terkadang tidak 
komitmen dan konsisten menjalankan 
kewajiban-kewajibannya yang pada 
gilirannya tidak taat kepada suaminya. 
Terjadilah yang disebut nusyuz.  
Nusyuz itu sendiri adalah hal yang 
sangat mengancam keutuhan rumah 
tangga. Untuk menyelamatkan rumah 
tangga yang nusyuz, maka yang 
pertama dilakukan oleh suami adalah 
memberi nasehat isterinya atas sebuah 
prinsip betapa berdosanya seorang isteri 
yang tidak taat kepada suaminya. Hak 
suami atas iseri adalah ketetapan Allah 
Swt. Isteri yang tidak memberikan hak-
hak suaminya pada hakikatnya ia 
durhaka kepada Allah Swt. Dalam 
sebuah riwayat, Nabi saw menyatakan: 
sekiranya ada seseorang yang saya 
perintahkan sujud kepada seseorang, 
niscaya aku menyuruh seorang isteri 
sujud kepada suaminya. (Kasir, 
1992:609)  
Ali al-Shabuni dalam kitab 
tafsirnya menyatakan, (al-Shabuni, 
t.th:274) suami berkewajiban 
menyadarkan isteri yang sedang nusyuz 
dengan bentuk-bentuk terapi yang 
diberikan oleh Allah Swt, yaitu 
memberinya nasehat, tiak 
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menggaulinya dan tidak berkomunikasi 
dengannya, serta memukulnya dengan 
tidak keras. Menurutnya, cara-cara ini 
adalah tahap demi tahap penyembuhan 
nusyuz isteri oleh suami. (al-Shabuni, 
t.th:274) 
Memukul dalam peristiwa 
nusyuz isteri oleh suaminya adalah 
satu-satunya tindakan pisik di antara 
tahapan terapi nusyuz. Diriwayatkan 
dari Yunus, dari al-Hasan, bahwasanya 
seorang laki-laki melukai isterinya, 
kamudian saudara laki-lakinya 
melaporkan hal itu kepada Nabi saw. 
Ketika itu Nabi menjawabnya: lakukan 
qishash. Kemudian turunlah ayat “   
ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا“ dan Rasul 
saw seketika berkata: ”kami 
mengehendaki sesuatu namun kehendak 
Allah lain”  (al-Jashshash, 1993:266) 
Keterangan al-Jashshash dalam 
kitab tafsirnya tersebut menujukkan 
bahwa pelukaan pisik antara sumi 
dengan isterinya tidak diberlakukan 
hukum qishash. Dalam peristiwa 
nusyuz isteri, pemukulan suami yang 
mendidik (tidak keras) adalah 
dibenarkan dan tak boleh isteri 
menuntut qishash untuk melakukan hal 
serupa yang dialaminya kepada 
suaminya. Norma seperti ini, di 
samping ketetapan Allah swt dan 
Rasulnya, menurut logika fikih dapat 
dibenarkan. Jika tidak seperti ini, 
kondisi nusyuz isteri dapat semakin 
buruk berupa benturan pisik. 
Bagaimana pun, kekuatan pisik laki-laki 
lebih dari perempuan, dan ini adalah 
kelebihan laki-laki yang diberikan oleh 
Allah swt dalam penciptaannya. 
Perbuatan memukul isteri dalam 
nusyuznya harus dipahami benar-benar 
oleh suami. Yang pertama harus 
dipahami adalah memukul dalam 
nusyuz isteri adalah tahapan ketiga 
setelah masing-masing menasehati dan 
memutuskan komunikasi dan aktifitas 
di tempat tidur. Karena itu, isteri yang 
nusyuz tidak dibolehkan langsung 
dipukul, dengan mendidik sekalipun, 
apalagi kalau memukul karena emosi. 
Memukul dalam peristiwa 
nusyuz menurut syariat Islam rentan 
dengan kekerasan dalam rumah tangga 
yang telah dilarang menurut perundang-
undangan. Menurut undang-undang 
penghapusan KDRT, suami atau isteri 
yang melakukan kekerasan, baik secara 
pisik maupun non pisik dapat diperoses 
secara hukum dan dipidana. Dengan 
demikian, tahapan-tahapan terapi 
nusyuz oleh suami kepada isterinya 
harus benar-benar dipahami, terutama 
bagi suami yang diberi  kewenangan 
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oleh syara’ melakukakannya sehingga 
terhindar dari keberatan isteri.  
Ketetapan-ketetapan Allah swt 
tentang terapi nusyuz isteri dalam ayat 
34 surat An-Nisa’, hemat penulis tidak 
tepat jika dipahami secara datar, 
melainkan harus dicari akar masalah 
nusyuz dalam hukum-hukum 
perkawinan menurut Islam. Hal ini 
penting dipertimbangkan seiring 
banyaknya kasus kekerasa dalam rumah 
tangga yang terjadi saat ini yang 
berujung pada percerain (talak). 
Sementara talak itu sendiri adalah jalan 
terakhir menyelesaikan kemelut rumah 
tangga. Karenanya, menurut Islam, 
talak adalah perkara halal dalam Islam 
namun dibenci oleh Allah swt. 
Hemat penulis ada dua hal agar 
peristiwa nusyuz isteri dapat dihindari 
oleh rumah tangga muslim. Pertama, 
kafaah dalam berkawin benar-benar 
diperhitungkan secara matang dari 
berbagai aspek. Kedua, sumber daya 
manusia isteri dan suami benar-benar 
memenuhi standar dalam perkawinan 
bagi setiap yang akan melakukan nikah. 
 Seiring tingginya angka 
perceraian di Indonesia, baik cerai talak 
maupun cerai gugat menunjukkan 
sebuah indikasi bahwa kafaah 
(keserasian pasangan) menurut hukum 
perkawinan Islam tidak terlalu menjadi 
pertimbangan masyarakat kini. 
Ketertarikan pisik, kemapanan materi, 
berpacaran, adalah tolok ukur 
berlangsungnya perkawinan. Tolok 
ukur ini sangat lemah dalam 
membangun rumah tangga yang 
langgeng. Akibatnya, banyak 
perkawinan bertahan hanya seumur 
jagung akibat hilangnya   hal-hal yang 
dijadikan tujuan dalam berkawin. Dapat 
dipastikan nusyuz isteri dapat terjadi 
dengan mudah dan mengancam 
keutuhan rumah tangga. 
 Akan halnya kafaah, kualitas 
sumber daya manusia pun tak kalah 
pentingnya dalam membentengi 
terjadinya nusyuz dalam perkawinan. 
Baik calon suami maupun isteri sangat 
perlu memiliki pemahaman terlebih 
dahulu tentang hak-hak dan kewajiban 
suami isteri secara bertimbal balik. 
Bagaimana pun, hal ini adalah bagian 
dari ajaran Islam yang harus dipahami 
dan diamalkan oleh tiap muslim. 
 Menurut ayat 128 surat An-
Nisa’, nusyuz suami diselesaikan 
dengan perdamaian (al-sulhu). Tidak 
ada ditemukan tahapan terapi terhadap 
nusyuz suami sebagaimana halnya 
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penyelesaian nusyuz isteri terhadap 
suaminya. 
 Akan halnya suami, isteri 
diperintahkan melakukan perdamaian 
dengan suaminya yang nusyuz 
kepadanya. Peran maksimal isteri dalam 
mengatasi  nusyuz suami sangat 
dituntut. Menurut petunjuk Allah Swt, 
satu-satunya cara isteri menghadapi dan 
mengatasi nusyuz suaminya adalah al-
shulhu.  Menurut Muhammad Ali al-
Shabuni, (al-Shabuni, t.th:308) yang 
dimkasud sulhu dalam nusyuz suami 
adalah adanya isteri bersedia 
mengurangi pemenuhan hak-haknya 
oleh suaminya berupa nafkah, pakaian, 
dan tempat tinggal, atau giliran 
bermalam bagi yang berpoligami. 
 Pendapat Al-Shabuni tersebut 
didasarkan pada sebuah riwayat dari 
Aisyah yang berkata bahwa ini adalah 
laki-laki yang memiliki dua orang isteri, 
salah satunya sudah tua sehingga ia 
tidak menyukainya, dan isterinya itu 
berkata: jangan talak saya dan kamu 
terbebas dari mengurusku. (al-Shabuni, 
t.th:308) 
 Menurut Umar, apapun boleh 
dijadikan media perdamaian oleh isteri 
terhadap suaminya yang nusyuz.  (al-
Jashshash, 1993:398) Abu Bakar 
berkata, segala sesuatu yang menjadi 
hak-hak isteri boleh dijadikan obyek 
perdamaian oleh isteri, namun ia 
menegaskan bahwa yang boleh 
diringankan itu hanyalah hak-haknya 
yang telah lalu, yang tidak ditunaikan 
oleh suaminya selama nusyuz. Adapun 
hak-haknya mendatang tetap harus 
dipenuhi oleh suami karena akad nikah 
tetap eksis. Akad nikah itu sendiri 
adalah penyebab timbulnya hak-hak 
suami isteri secara bertimbal balik. (al-
Jashshash, 1993:399) Misalnya isteri 
rela mengurangi dan atau membebaskan 
mahar yang terhutang, mengurangi 
giliran bermalam suaminya, 
mengurangi atau membebaskan hutang 
nafkah sebagai perdamaian nusyuz 
yang dilakukan oleh isteri terhadap 
suaminya. 
 Keempat hal yang disebutkan di 
atas tampaknya memang dapat memicu 
suami nusyuz. Dengan berbagai sebab, 
suami tidak dapat memenuhi 
kewajibannya sebagaimana sedia kala, 
sehingga isteri merasakan akibat yang 
ditimbulkan. Karena isteri menjadi 
korban nusyuz suaminya, maka Allah 
pun merekomendasikan agar ia 
mengadakan perdamaian dengan 
suaminya, bukan menasehati, 
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meninggalkan kebersamaan di tempat 
tidur, dan memukulnya. 
 Tampaknya penyelesaian 
nusyuz suami dengan perdamaian  
ringan dari segi materi, namun secara 
psikologis sangatlah berat. Muhammad 
Ali al-Shabuni menjelaskan dalam kitab 
tafsirnya bahwa kendatipun telah 
dicapai perdamaian pada akhirnya 
dalam nusyuz suami, namun 
sesungguhnya isteri sangat berat 
mengurangi apa yang menjadi hak-
haknya. Begitu juga suami sangat 
keberatan memenuhi kewajibannya 
walaupun telah dikurangi dari 
semestinya akibat ia tiak senang lagi 
kepada isterinya. (al-Jashshash, 
1993:399)  
 Penyelesaian nusyuz suami 
dengan perdamaian dapat efektif 
menyadarkan suami. Dengan 
kedewasaan dan kebesaran jiwa 
masing-masing, sehingga suami dapat 
memenuhi hak-hak isterinya kembali 
dengan sedikit lebih ringan. Diakui atau 
tidak  peran isteri sangat pentng di 
mana nusyuz suami dapat dipulihkan 
dengan kelihaian perempuan dalam 
diplomasi. Kata-kata yang lembut, 
komitmen yang ditawarkan untuk 
dibangun bersama dapat melapangkan 
jalan suami kembali normal, tidak 
berakibat bubarnya rumah tangga.  
 Bagi rumah tangga yang 
mengalami ketersendatan dalam 
pemenuhak hak dan kewajiban suami 
isteri secara bertimbal balik, dengan 
didasari oleh ketidaksenangan,  bahkan 
kebencian dalam diri masing-masing, 
maka itu artinya telah terjadi nusyuz. 
Nusyuz tidak mesti ditandai dengan 
pertengkaran, namun ketidakharmoisan 
yang dilakukan dan dirasakan oleh 
pasangan, itu juga nusyuz. 
 Nusyuz tidak boleh dibiarkan 
berlarut-larut karena dapat meningkat 
menjadi syiqaq. Syiqaq adalah 
pertengakaran yang terus menerus 
terjadi yang berakibat rumah tangga 
sedang diujung tanduk. Itulah sebabnya 
Allah Swt memakai kata al-takhawwuf 
dalam persoalan nusyuz ini, baik yang 
dilakukan oleh isteri atau pun suami. 
Ternyata penyelesaiannya berbeda 
antara nusyuz isteri dengan nusyuz 
suami sebagaimana tersebut dalam surat 
An-Nisa’(4) ayat 34 dan 128. 
Nusyuz dan syiqaq adalah dua 
hal disebut oleh Allah swt dalam al-
Qur’an dengan peneyelesaiannya 
masing-masing. Berbeda halnya 
nusyuz, syiqaq yang boleh jadi, kalau 
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tidak dipastikan, diawali dengan nusyuz 
harus diselesaikan lewat al-tahkim. Al-
Tahkim adalah penyelesaian syiqaq 
suami isteri dengan melibatkan juru 
damai dari pihak keluarga isteri dan 
suami. Nusyuz tidak demikian halnya, 
ia hanya diselesaikan secara intern oleh 
masing-masing suami dan isteri dengan 
bentuk yang berbeda. 
Menurut logika fikih, nusyuz 
adalah masalah intern akan hak dan 
kewajiban suami isteri, dan karenanya 
penyelesaiannya pun hanya dibebankan 
pada suami isteri saja, tanpa melibatkan 
pihak lain. Sedangkan syiqaq, persoalan 
di dalamnya bukan hanya hak dan 
kewajiban suami isteri saja, bahkan 
boleh jadi sudah banyak masalah lain 
sehingga perselisihan itu tiada henti dan 
mencapai puncaknya, yaitu talak. 
Karena itu dalam peristiwa syiqaq, juru 
damai dari masing-maisng pihak suami 
dan isteri harus dilibatkan agar secara 
bersama-sama berpikir mancari akar 
masalahnya dan bentuk 
penyelesaiannya agar talak tidak 
ditempuh. 
Nusyuz oleh Allah swt masih 
dianggap krisis awal rumah tangga yang 
harus ditangani sesegera mungkin. 
Nusyuz dianggap bukan puncak krisis 
rumah tangga, sehingga masih dapat 
ditempuh penasehatan, pemboikotan 
dan pemukulan mendidik bagi isteri 
yang nusyuz. Ketiga bentuk ini adalah 
alternatif-alternatif berjenjang yang 
diajarkan oleh Allah Swt kepada orang-
orang Islam jka terjadi nusyuz, baik 
oleh suami maupun oleh isteri. 
Demikian halnya langka-langkah 
perdamaian yang diperankan oleh 
nisteri dalam perkara nusyuz suami, 
semuanya adalah cara yang efektif dan 
relevan bagi suami isteri untuk 
ditempuh. 
Kewenangan suami dan isteri 
dalam nusyuz sebenarnya adalah 
apresiasi Allah swt yang harus 
diperhatikan. Tujuannya tiada lain 
kecuali melanggengkan kehidupan 
bersama suami isteri. Allah swt 
melibatkan suami atau isteri jika terjadi 
nusyuz. Hemat penulis, sesuai dengan 
pengamatan meningkatnya  perceraian 
gugat oleh isteri di pengadilan agama, 
tampaknya peran isteri dalam nusyuz 
terkesan tidak berjalan. Para isteri 
banyak yang langsung menempuh 
perceraian jika terjadi masalah dalam 
rumah tangganya. Pada hal sangat boleh 
jadi yang terjadi itu barulah nusyuz 
suami dengan tidak menjalankan 
kewajibannya sebagaimana mestinya. 
Ada satu perintah Allah yang tidak 
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dijalankan oleh isteri, yaitu bersedia 
melakukan perdamaian dengan 
suaminya jika terjadi nusyuz 
terhadapnya. 
Perintah Allah yang satu ini 
tampaknya memang tidak ringan bagi 
seorang perempuan, baik dari pisik, 
sumber daya, dan kultur. Satu di antara 
menyebab nusyuz suami adalah 
ketidakcintaannya lagi kepada isterinya 
akibat pisik  yang telah menua, 
sehingga ia tertarik dengan perempuan 
yang lebih muda. Dalam kasus seperti 
ini dapat berdampak pada gangguan 
pemenuhan hak nafkah isteri, baik lahir 
maupun batin. Dalam banyak riwayat, 
isteri-isteri di masa Nabi saw banyak 
melakukan perdamaian dengan 
suaminya dengan merelakan kawin 
suaminya asal ia tidak ditalak. Secara 
kultur perempuan Arab lebih siap 
menerima poligami jika dibandingkan 
dengan perempuan kita. 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas 
bahwa Saudah isteri Nabi saw 
merelakan gilirannya itu kepada 
Aisyah, dan Nabipun melakukannya. 
Secara manusiawi, usia isteri dapat 
menjadi penyebab kurangnya 
pemenuhan hak-hak isteri sebagaimana 
mestinya, yang pada gilirannya semakin 
menampakan bentuk nusyuz suami. 
Dalam kondisi seperti itu, isteri harus 
responsif dan segera menawarkan 
perdamaian dalam bentuk apapun. 
Karenanya Allah swt membenarkan 
toleransi perdmaian oleh isteri akan 
penyimpangan suami seperti itu. (al-
Jashshash, 1993:399)  
Begitu juga yang terjadi pada 
suami, banyak sekali perceraian terjadi 
karena kekerasan dalam rumah tangga. 
Dalam perkara nusyuz, ditengarai 
banyak suami tidak prosedural dalam 
menghadapinya sesuai yang diajarkan 
oleh Allah swt dalam ayat 34 surat An-
Nisa’ (4). Hal ini berpotensi terjadi 
akibat kurangnya pemahaman suami 
isteri tentang apa yang disebut nusyuz, 
dan bagaimana perintah dan larangan 
Allah swt tehadapnya. Banyak 
pasangan suami isteri, baIk muda 
maupun tua begitu gampangnya 
bercerai karena perkawinan itu 
dianggapnya sebagai kontrak hidup 
saja. Jika sudah tidak dibutuhkan lagi, 
dibubarkannya perkawinan itu dengan 
perceraian di sidang pengadilan agama. 
Hakim pun lebih banyak tak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak agar 
hidup rukun kembali.  
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Kesimpulan 
Pertama, Kekerasan dalam rumah 
tangga sebagai kejahatan disebabkan 
oleh kondisi semakin meningkatnya 
kekerasan tersebut yang semakin 
memprihatinkan. Undang-undang 
nomor 23 tahun 2004 bermaksud 
menghapuskan KDRT dengan memberi 
efek jera bagi pelakunya. Kekerasan 
dalam rumah tangga diancam dengan 
sanksi pidana dengan kriteria-kriteria. 
Hal ini disebabkan, perkawinan bukan 
perjanjian suci, melainkan perjanjian 
biasa.  
Kedua,  Kekerasan dalam rumah 
tangga, oleh hukum Islam tidak 
dipandang sebagai kejahatan yang dapat 
dipidana. Hal ini disebabkan, 
perkawinan adalah membentuk 
harmonisasi manu. Rumah tangga yang 
kisruh dengan kekerasan diselesaikan 
secara persuasif agar rumah tangga 
tidak bubar. Jika kekerasan tak kunjung 
usai dan meredah,  baik nusyuz maupun 
syiqaq, jalan yang aman yang 
direkomendasikan oleh syara’ adalah 
bercerai, baik  talak maupun khulu’ 
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